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ABSTRACT  MANUSCRIPT INFO 

Land is an inseparable part of human life from conception to death. Land not 
only functions as a foundation for human economic activities, but is also an 
important object for social, cultural and political life. Customary law 
communities have concerns about customary land certification because of the 
potential risks it poses, such as the imposition of HPL certificates on customary 
land and the potential for escalation of conflict between customary law 
communities as a result of parties attempting to represent customary law 
communities through intermediaries to facilitate cooperation. This research 
primarily tries to assess and analyze the legal implications of the customary 
land inventory law in Indonesia, but also seeks to find and analyze the ideal 
legal protection to provide legal certainty for customary law communities who 
manage customary land in Indonesia. This research examines related laws 
using normative juridical methods. Based on the findings, the external and 
internal survival of indigenous communities is closely related to the use of 
customary land in their customary territories. Therefore, the state must 
continuously ensure the continuity and existence of indigenous communities 
who manage customary land. A positive development in the fight for legal 
certainty of customary land is the idea of community rights certificates. The 
certificate itself is very good, but the legal framework on which it is based 
needs more improvement, especially with regard to the idea of people's rights 
in law. 
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PENDAHULUAN  
Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak 

dalam kandungan hingga meninggal dunia. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai fondasi bagi 
kegiatan ekonomi manusia, tetapi juga merupakan objek penting bagi kehidupan sosial, 
budaya, dan politik.1 Tanah ulayat adat yang ada dia tengah-tengah masyarakat hukum adat 
merupakan suatu harta berwujud yang sangat berharga serta dianggap nilainya sangat tinggi 

                                                           
“1 Hengky Primahodding. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Roraja 

Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tongkonan. Thesis Dissertation, Univesitas Bosoa Makassar. 
Hal. 1 
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dibandingkan harta benda lainnya, oleh rumpun masyarakat hukum adat yang mengelola 
tanah tersebut secara kole iktif.2 

Me inurut Budi Harsono, yang meimbeirikan peinje ilasan, tanah ulayat dideifinisikan 

seibagai propeirti yang dimiliki se icara beirsama-sama, bukan milik pribadi, dan me irupakan 

tanah yang dimiliki oleih se itiap ke ilompok masyarakat adat di wilayah adat me ireika. Untuk 

me indukung klaim ini, Van Vale inhove in me inyatakan bahwa tanah ulayat masyarakat adat 

adalah keipe imilikan beirsama dan tidak dapat dibagi dalam hal peiruntukan atau ke ipe imilikan. 

Seilain itu, kareina tanah adat adalah manife istasi fisik dari ke ibeiradaan masyarakat adat, maka 

tidak mungkin untuk me imbuktikan ke ipeimilikan tanah adat meilalui dokume in te irtulis. 

Seibaliknya, bukti ke ibeiradaan tanah teirseibut dapat dite imukan di hadapan masyarakat adat, 

seisuai de ingan hukum adat.3 Se ijalan de ingan kondisi dan ke ibeiradaan masyarakat adat di 

dalam neigara, Indone isia meingakui dan me ilindungi hak-hak me ireika. Undang-Undang Dasar 

1945 me ine igaskan hal ini dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 2, yang be irusaha untuk meime inuhi 

ke ibutuhan masyarakat adat dalam me inge ilola dan meile istarikan warisan budaya meireika. 

Be irdasarkan pasal 3 pe iraturan dasar agraria, yang meine igaskan bahwa masyarakat adat 

me imiliki hak untuk me inguasai dan me inggunakan se imua tanah komunal atau tanah adat di 

dalam wilayah tradisional meireika, Reipublik Indoneisia me ingakui dan me impe irtahankan hak-

hak adat masyarakat adat, asalkan hak-hak teirseibut tidak be irteintangan deingan ke ipeintingan 

nasional atau neigara ke isatuan Indone isia. 

Kare ina hukum adat masyarakat adat yang tidak teirtulis dapat me ineigaskan hak dan 

tanggung jawab me ireika dalam kaitannya de ingan le imbaga adat di wilayah te irteintu, dan 

kareina hal te irseibut dapat meingurangi konflik pe inge ilolaan lahan ulayat, maka hukum adat 

masyarakat adat peinting untuk dite irapkan dalam peinge ilolaan lahan ulayat.4 

Pe inggunaan tanah ulayat atau tanah adat oleih masyarakat hukum adat di wilayah- 

wilayah adat me ireika sudah sangat me ileikat pada keibe irlangsungan hidup para masyarakat 

hukum adat baik itu seicara lahiriah maupun se icara batiniah, maka dari itu keibe irlangsungan 

seirta eiksisteinsi masyarakat hukum adat yang meinge ilola tanah adat pe irlu harus seilalu 

dijamin ke ibe iradaannya ole ih ne igara kareina apabila neigara lalai dalam meinjalankan hal 

teirseibut maka keibe iradaan dari masyarakat hukum adat itu se indiri juga akan  teirancam  

yang dise ibabkan  oleih  hak-hak  seirta  keiwajiban  meireika  yang tidak dijamin seicara 

kompre ihe insif ole ih ne igara5, Me inurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik 

Indoneisia, seiluruh ke ikayaan yang te irkandung di dalam bumi, laut, dan ruang angkasa adalah 

milik Indoneisia untuk ke ipeintingan pe induduknya. Klausul ini me injamin bahwa peime irintah 

tidak dapat meingambil keiputusan keibijakan dan peiraturan seisuka hati, teirutama jika 

me inyangkut tanah ulayat atau tanah ulayat masyarakat adat. 

Pe iraturan pe imeirintah di Indone isia, se ipeirti PP No. 18 tahun 2021, yang me ingatur 

teintang hak pe inge ilolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pe indaftaran tanah, 

                                                           
2 Swandi Situmorang. (2022). Proses Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Diwilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. Jurnal Law of Deli Sumatra, 2(1). Hal. 2 
3 Bernhard Limbong. (2012). Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka. Hal. 3” 
“4 Victor Emanuel. (2017). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin 

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. PERAHU (PENERANGAN HUKUM): 
JURNAL ILMU HUKUM, 5(2). Hal. 3 

5 Yoles Moses Urasana, dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat setelah 
Berakhirnya Hak Guna Usaha. BAMETI Customary Law Review, 1(1), 26-40. Hal. 28 



 
 Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 8 (2) 2025 

457 
 

me imiliki pe irsyaratan yang me ingharuskan seimua pihak yang te irlibat untuk me incatat tanah 

adat yang dike ilola oleih masyarakat adat pada tahun 2025. Ne igara dapat me ingambil alih 

ke imbali ke ipeimilikan prope irti teirse ibut jika Anda tidak meimatuhinya. Undang-Undang Dasar 

1945 Re ipublik Indoneisia me ineitapkan aturan dasar untuk pe irtanian, yang dikodifikasikan 

dalam UU No. 5 tahun 1960. Ke ite intuan-ke iteintuan dalam undang-undang teirseibut 

me ilindungi hak-hak masyarakat adat, teirutama hak-hak yang be irkaitan deingan administrasi 

tanah adat. Oleih kareina itu, tidak mungkin untuk me ingabaikan ke ibutuhan konstitusional 

bahwa neigara harus meimbe irikan peinge ilolaan tanah adat ke ipada seimua masyarakat adat. 

Kare ina UUPA didasarkan pada pranata hukum adat yang se isuai deingan prinsip-prinsip 

ne igara ke isatuan Re ipublik Indoneisia, maka sangat peinting agar keite intuan-ke iteintuannya 

tidak me ilanggar hak-hak masyarakat yang te ilah me inggunakan hukum adat seibeilum 

Reipublik Indoneisia teirbeintuk. 

  Indoneisia yang maje imuk sampai saat ini, se ibeilumnya para masyarakat hukum adat 

leibih dulu e iksis ke ibe iradaannya di dalam wilayah-wilayah adat seicara teiritorial geine ialogis.6 

Kare ina tanah adat adalah bagian inteigral dari keikayaan masyarakat adat, tanah adat tidak 

dapat meinjadi bagian dari transaksi yang hanya me inguntungkan seige ilintir orang. Se ilain itu, 

Badan Pe irtanahan Nasional atau Keime inteirian Agraria dan Tata Ruang me ine irbitkan 

beirbagai je inis seirtifikat; tanah tanpa se irtifikat Hak Milik tidak sama deingan tanah deingan 

seirtifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau se irtifikat lainnya. Pe iraturan 

Pe ime irintah No. 24 tahun 1993, misalnya, me inyatakan dalam pasal 9 (yang tidak 

me inye ibutkan tanah adat atau tanah ulayat seibagai subye ik pe indaftaran tanah): 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai de ingan hak milik, se imua usaha, hak guna bangunan 

dan hak pakai 

b. Tanah hak pe inge ilolaan 

c. Tanah wakaf 

d. Hak milik atas satuan rumah susun 

e. Hak tanggungan 

f. Tanah ne igara. 

Hilangnya sumbe ir daya masyarakat adat kareina ke irusakan lingkungan dan dampak neigatif 

lainnya dapat teirjadi akibat peine irapan ke ibijakan inve intarisasi tanah adat yang te irus 

me ineirus oleih pe ime irintah. Inveintarisasi tanah adat dapat me inimbulkan hak-hak baru yang 

dapat dimiliki oleih pihak lain, seipe irti hak untuk me ingolah, me inggunakan, dan me inge ilola 

tanah; misalnya, izin usaha peirtambangan yang dike iluarkan ole ih pe ijabat yang be irweinang 

dapat meimbeirikan hak untuk me ingopeirasikan peirkeibunan ke ilapa sawit atau seiktor 

industri lainnya. Namun, MHA mungkin me irasa bingung te intang ke iwe inangan kole iktif 

me ireika untuk me inggunakan tanah adat atau tanah ulayat meire ika seibagai akibat dari 

reincana peime irintah untuk me impe irce ipat pe indaftaran tanah adat di wilayah Indoneisia 

me ilalui pe indaftaran tanah sisteimatis le ingkap (PTL) atau skeima lainnya. Re igulasi hak atas 

tanah meinjadi inti pe irmasalahan dari ke ibijakan seirtifikasi ini. Me inurut PP No. 18 Tahun 

2021, Me inte iri me imiliki ke iwe inangan untuk me ine irbitkan se irtifikat tanah, yang be irarti 

                                                           
6 Arohmahani Ranti Saputri. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas 

Tanah Milik Adat (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hal. 2-3” 
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inve istor bisa me indapatkan seirtifikat HPL, yang be irarti MHA ke ihilangan seibagian keindali 

atas peinge ilolaan hak atas tanah adat. UUPA me inyatakan bahwa neigara tidak bole ih me imiliki 

kontrol atau peinge ilolaan atas tanah adat, teirmasuk ulayat. Keiputusan Mahkamah Konstitusi 

pada tahun 2012 yang me inyatakan bahwa hutan adat teirleitak di wilayah adat me imbeirikan 

ke ipeircayaan yang le ibih beisar te irhadap klausul ini. Untuk waktu yang lama, masyarakat adat 

teilah be irjuang untuk me indapatkan pe ingakuan reismi atas tanah adat dan bukannya 

seirtifikat HPL. Namun, pe ine itapan tanah adat ole ih ne igara masih jauh dari me imuaskan; 

seijauh ini, hanya 244.000 he iktar dari 21 juta he iktar hutan adat yang te ircatat oleih le imbaga 

inde ipeindein pe indaftaran wilayah adat yang se icara re ismi diakui se ibagai tanah adat. 

Masyarakat hukum adat sangat was was deingan adanya seitipikasi tanah adat adanya 

reisiko yang akan ditimbulkan jika tanah adat di seitipikatkan maka akan dapat me inimbulkan 

Seirtipikat HPL diatasnya, rawanya konflik se isama Masyarakat hukum adat kareina konflik 

dapat dipicu oleih pihak-pihak siapa saja yang akan meiwakili masyarakat hukum adat 

deingan inve istor untuk me ilakukan keirjasama, konflik  juga dapat dipicu dari peimbagian 

ke iuntungan yang tidak adil pada seisama Masyarakat hukum adat apa bila te irdapat 

pe inyalahgunaan ke iweinangan ole ih tokoh adat de ingan inve istor maka akan dapat 

beirimplikasi pada timbul konflik agraria yang baru. Beirdasarkan pada data yang dihimpun 

oleih konsorsium peimbaharuan agrarian se itidaknya ada 2710 konflik agraria te irjadi seilama 

masa peime irintah Jokowidodo, pe imicunya di bominasi oleih Ke iputusan pe ime irintah yang 

seiwe inang-weinang me imbeiri ijin konse isi diareia tanah adat. Seilama ini pihak-pihak yang 

beirkonflik umumnya masyarakat hukm adat deingan pe ingusaha yang didukung pe inguasaan 

ne igara, Konflik ke ipe intingan se isama masyarakat hukum adat seindiri akan be isar pe iluangnya 

teirjadi di wilayah adat. Be irdasarkan pada isu hukum yang te ilah peinulis e ilaborasikan diatas, 

maka hal te irse ibut yang meinjadi motipasi peinulis untuk me ilakukan peine ilitian deingan judul: 

Implikasi Hukum atas Ke ibijakan Inve intarisasi Tanah Adat pada Status Hukum Tanah: 

Analisis te irhadap Poteinsi Pe ingakuan Tanah Adat seibagai Tanah Neigara di Indoneisia. 

METODE  

Pe ine ilitian ini meirupakan pe ineilitian hukum normatif. Hukum, me inurut mazhab 

normatif, paling baik dipe ilajari seibagai suatu ke ise iluruhan, de ingan se imua aturan, asas, dan 

prinsip-prinsip panduan yang teirjalin ke i dalam sisteim norma yang leibih luas. Pe iteir Mahmud 

Marzuki beirpeindapat bahwa tujuan dari pe ine ilitian hukum normatif adalah untuk 

me ingungkap dan me inilai asas-asas hukum, doktrin, dan pe iraturan-peiraturan hukum yang 

teilah ada seibe ilumnya untuk me imbe irikan ide i, argumein, atau gagasan baru yang dapat 

digunakan seibagai solusi atas isu hukum yang se idang dihadapi.7 Pe indeikatan konseiptual, 

pe indeikatan pe irundang-undangan, dan pe indeikatan kasus me imbeintuk me itodologi studi 

pe inulis. Kareina studi ini me irupakan tinjauan pustaka, peinulis me imilih untuk me imusatkan 

pe irhatian meire ika pada ce itakan ulang karya-karya yang teilah diteirbitkan se ibeilumnya yang 

beirkaitan deingan hukum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Implikasi Hukum Pada Kebijakan Inventarisasi Tanah Adat Di Indonesia 

Notaris adalah peijabat umum yang be irweinang untuk me imbuat akta oteintik dan 

me injalankan keiweinangan lainnya seibagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

                                                           
“7 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 35” 
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De ifinisi ini dite imukan dalam Pasal 1 Bab I Keite intuan Umum Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004, yang me ingatur teintang jabatan notaris. Kantor notaris ini meimproseis tiga 

puluh hingga lima puluh akta seitiap bulannya. Meinyimpan akta-akta teirseibut meirupakan 

praktik notaris yang standar. Arsip dan surat-surat neigara yang dikeinal seibagai protokol 

notaris harus disimpan dan dipeilihara oleih notaris seisuai deingan Pasal 1 Ayat (13), Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 te intang Jabatan Notaris. Seibaliknya, keihilangan atau 

ke irusakan dokumein ke irtas me irupakan masalah yang se iring te irjadi. 

Te irdapat hubungan yang e irat dan tidak dapat dipisahkan antara tanah dan manusia 

kareina tanah me imiliki arti pe inting bagi ke ise ijahteiraan manusia dan beirbagai ke igunaan 

praktisnya, teirmasuk se ibagai teimpat tinggal. Undang-Undang Dasar Ne igara Reipublik 

Indoneisia Tahun 1945 me inyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan 

ke ikayaan alam yang te irkandung di dalamnya dikuasai oleih ne igara dan dipeirgunakan untuk 

seibe isar-beisarnya ke imakmuran rakyat. UUPA, atau UU No. 5/1960 te intang Pe iraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, diundangkan untuk me incapai tujuan te irse ibut di bidang tanah, laut, 

dan ruang angkasa. Se ibeilum UUPA diundangkan, hukum pe irtanahan di Indone isia beirsifat 

dualistis, artinya UUPA meingakui adanya hukum tanah adat yang didasarkan pada Hukum 

Adat dan adanya aturan peirtanahan yang didasarkan pada Hukum Barat.8 Di Indoneisia, 

hukum tanah dipe ingaruhi ole ih hukum barat dan hukum adat, se ipeirti yang dibuktikan oleih 

Boe idi Harsono, seiorang seijarawan e ira Be ilanda.9 

Kata-kata dalam bahasa Romawi “age ir” dan “agrarius” me irupakan asal mula istilah 

bahasa Inggris “agrarian”. Agrarius be irarti “tanah” atau “se ibidang tanah” dalam bahasa 

Indoneisia, seidangkan “agrarian” dalam bahasa Inggris me inunjukkan praktik ke ipeimilikan 

pe irtanian atau peirke ibunan. Agraria dalam bahasa Inggris se ilalu me ingacu pada tanah dan 

dikaitkan de ingan bisnis pe irtanian, seidangkan ageir dalam bahasa Indoneisia beirarti tanah 

atau seibidang tanah.10 Me inge inai de ifinisi agraria, tujuan utama UUPA adalah untuk 

me imbeirdayakan masyarakat me ilalui jaminan hak-hak hukum atas tanah, me indorong 

ke iseilarasan dan keije ilasan ke ipeimilikan tanah, dan meimbangun keirangka hukum agraria 

nasional yang dapat me imbantu teirwujudnya ke iadilan, keimakmuran, dan pe irsatuan bagi 

rakyat dan neigara, te irutama kaum tani, dalam konteiks masyarakat yang adil dan makmur.11 

Ole ih kareina itu, tanah me irupakan bagian intrinsik dari seimua aspeik pe iradaban, teirmasuk 

tradisi, ritual, dan se ijeinisnya. 

Banyak ne igara di Asia, te irmasuk India, Cina, dan Indoneisia, meinganut sisteim hukum 

yang dise ibut hukum adat. Seiiring de ingan be irtambahnya pe ingalaman dan pe inge itahuan 

me inge inai siste im hukumnya se indiri, suatu budaya meirumuskan dan meinye impurnakan 

seipe irangkat konve insi tidak teirtulis yang dike inal se ibagai hukum adat. Kareina hukum adat 

tidak dikodifikasikan dan dapat beirubah dari waktu ke i waktu, maka hukum adat beirsifat 

fle iksibeil dan teirbuka untuk diadaptasi. Je ilaslah bahwa hukum adat layak untuk diangkat ke i 

tingkat hukum nasional konteimpore ir kare ina pe inye irapannya ke i dalam hukum nasional, 

leibih te ipatnya pe ingangkatan hukum rakyat atau hukum adat kei status hukum nasional, dan 

pe ingakuannya dalam te iks Sumpah Peimuda 1928. Hukum Adat adalah “hukum yang hidup”, 

                                                           
“8 Adrian Sutedi. (2006). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.1 
9 Ibid. 
10 Supriadi. (2012). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 1 
11 Ibid. 
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me inurut Soeipomo, kare ina ia me iwujudkan keiyakinan awal masyarakat teintang masalah 

hukum.12 

Kare ina hukum hanya dapat beirjalan se iiring de ingan budaya dan gaya masyarakat, 

hukum adat be irke imbang dan meinjadi bagian inte igral dari keihidupan masyarakat. 

Akibatnya, meiskipun individu-individu te ilah be irgabung deingan apa yang diseibut se ibagai 

ke ihidupan dan keigiatan konteimporeir, sikap dan paradigma peimikiran tradisional seiring 

kali masih te irtanam kuat dalam keihidupan se ihari-hari me ire ika. Te irdapat tiga kate igori 

hukum adat yang beirbe ida di seimbilan be ilas bidang lingkungan hukum (re ichtskring) di 

Indoneisia:13 

1. Hukum Adat me inge inai tata neigara 

2. Hukum Adat me inge inai warga (hukum pe irtalian sanak, hukum tanah, hukum 

pe irhutangan). 

3. Hukum Adat me inge inai de ilik (hukum pidana). 

Tanah meirupakan pe irhatian utama dalam hukum adat. Tanah sangat peinting bagi 

ke ilangsungan hidup manusia kareina tanah meinye idiakan lingkungan yang stabil di mana 

orang dapat meimbangun dan me ime ilihara komunitas me ireika. Tanah yang te ilah dimiliki dan 

dike ilola oleih suatu komunitas meinurut hukum adat untuk waktu yang lama diseibut tanah 

adat. Peinggunaan tanah untuk seibeisar-beisarnya ke imakmuran rakyat meirupakan syarat 

mutlak bagi seitiap ne igara yang ingin me imbangun masyarakat de imokratis de ingan keiadilan 

sosial. Hal ini hanya dapat dicapai jika pihak yang be irwe inang turun tangan untuk me ingatur 

transaksi tanah, teirutama yang me ilibatkan peinciptaan, pe ingalihan, dan beirakhirnya hak 

ke ipeimilikan tanah. Ke imudian, masyarakat adat, yang le ibih se iring me inghadapi masalah 

tanah dibandingkan ke ilompok lainnya, akan teirkeina dampak dari peine itapan hak atas tanah. 

Seijumlah aturan yang me imbeirikan posisi yang adil bagi masyarakat adat teilah meimbuat 

ke ibeiradaan me ireika dan hukum adat yang me ingikutinya ke imbali meinjadi sorotan. Praktik 

daeirah yang “meingatur” sumbeir daya alamnya seindiri, te irmasuk masalah peirtanahan dan 

aturan-aturan adat, dapat dite ilusuri keimbali kei Undang-Undang Peime irintahan Dae irah (UU 

No. 22 Tahun 1999, LN 1999 No. 60 TLN 3839), yang me ine itapkan trein ini. Keimampuan 

masyarakat adat untuk te irus e iksis di masing-masing wilayah ini, te intu saja, seicara langsung 

dipeingaruhi ole ih situasi ini. Pasal 18 B (2), yang me inyatakan: “Neigara me ingakui dan 

me inghormati keisatuan-keisatuan masyarakat hukum adat beise irta hak-hak tradisionalnya 

seipanjang masih hidup dan seisuai deingan peirke imbangan masyarakat dan prinsip Neigara 

Keisatuan Reipublik Indoneisia yang diatur dalam undang-undang,” meirupakan salah satu 

dari beibeirapa pasal dalam UUD 1945 yang me ingakui hak-hak masyarakat adat, yang 

me imbeirikan landasan hukum yang kuat bagi ke iteintuan-keiteintuan te irse ibut. 

Masyarakat dan hukum adat mungkin me imiliki pe indeikatan yang be irbeida teirhadap 

seingke ita tanah seibagai akibat dari keijadian yang dise ibutkan di atas. Saat ini, ada peirge iseiran 

politik dan hukum me inuju ke iragaman dalam pe inguasaan tanah, seipeirti yang ditunjukkan 

dalam peingaturan pasal-pasal UUD 1945 dan niat untuk me imbuat undang-undang khusus 

                                                           
12 Soerjono Soekanto. (2008). Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Cet. ke-2. Malang: 

Bayumedia Publishing. Hal. 5 
13 Nunuk Sulisrudatin. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara, 4(2). Hal. 29” 
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teintang masyarakat adat dan hukum adat. Meiskipun ke iragaman ini tidak me injamin bahwa 

tanah masyarakat adat akan dilindungi se icara hukum, namun hal ini me imbe irikan harapan 

bagi me ireika bahwa hukum adat dan hak-hak meire ika atas tanah akan diakui. Tanah-tanah 

ini te irancam hilang baru-baru ini kare ina pe imeirintah tidak takut untuk “me irampasnya”.14 

Seicara ilmiah, “hukum adat” meingacu pada norma-norma masyarakat yang tidak 

beirbe intuk undang-undang yang dikodifikasi, me ilainkan me ince irminkan praktik dan 

harapan yang te ilah lama ada. Istilah “hukum adat” peirtama kali digunakan oleih Soe ipomo 

untuk me inggambarkan hukum tidak te irtulis yang ada di le imbaga leigislatif (undang-

undang), badan-badan hukum neigara (Parle imein, DPRD, dan lain-lain), dan pe iraturan-

pe iraturan adat yang dijunjung tinggi dalam keihidupan seihari-hari baik di masyarakat 

pe irkotaan maupun pe ide isaan.15 Pe irke imbangan hukum adat dan ke imampuannya untuk 

beiradaptasi de ingan pe irubahan ke ibutuhan dan harapan masyarakat dapat dipahami de ingan 

me ilihat hukum adat dari be ibeirapa sudut pandang yang te ilah kita bahas. Oleih kareina itu, 

untuk me ingamati, me imahami, dan me ine iliti eivolusi hukum adat, sangat pe inting untuk 

me imahami peimahaman dan peindeikatan me itodologis. Se ibagai hasilnya, hukum adat adalah 

reisidu (reinapan) moralitas yang diakui seicara sosial, dan prose idur adat adalah pe indeikatan 

beirbasis moralitas. 

Masyarakat dahulu hidup be irpindah-pindah, oleih kare ina itu hak-hak masyarakat 

atas tanah meirupakan beintuk ke ipe imilikan propeirti yang asli.16 

1. Seitiap orang dalam ke ilompok meinganggap diri me ire ika se ibagai peimilik yang sah atas 

seitiap dan seimua lahan di wilayah pe inje ilajahan. 

2. Seitiap orang dalam ke ilompok beirpikir bahwa meireika seiharusnya dapat me ingambil 

tanaman apa pun yang tumbuh di se ibidang tanah te irte intu di wilayah pe inge imbaraan. 

3. Mirip deingan bagaimana hak se iwa beirlapis-lapis di atas hak milik, hak-hak peirorangan 

me irupakan pe irkeimbangan seilanjutnya yang muncul ke itika masyarakat mulai me ineitap. 

Hak pe irorangan dan hak masyarakat (hak ulayat) adalah dua je inis hak atas tanah 

yang te ilah dibahas seibe ilumnya.17 Se itiap dan seimua tanah yang be irada di dalam batas-batas 

komunitas hukum adat tunduk pada “Hak Komunal atas Tanah,” yang me iliputi:18 

1. Hak komune i untuk me inggunakan bidang-bidang tanah te irteintu untuk ke igiatan 

masyarakat, teimpat tinggal organisasi adat, jalan, saluran irigasi, rumah ibadah, dll. 

2. Seimua bidang tanah di dalam wilayah komune i tunduk pada otoritas komune i untuk 

me inge ilola reiseirvasi dan pe inggunaannya. 

3. Hak komunei untuk me imbeirikan ke iseimpatan keipada para anggotanya untuk 

me inge imbangkan dan meinggunakan seibidang tanah teirteintu de ingan cara yang 

me imbeirikan meire ika otonomi pribadi. 

                                                           
“14 Ibid. Hal. 32 
15 Soepomo. (2004). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hal 13 
16 Marwan, Muchlis, and Andri Astuti Prastowo. (1990). Pengantar Hukum Adat (Hukum Adat). Surakarta: 

UNS. Hal 9” 
“17 Ibid.  
18 Nunuk, Op. Cit. Hal. 37 
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4. Weiwe inang yang dibeirikan ole ih komune i untuk me ingawasi dan meinge indalikan 

pe ingalihan bidang tanah di dalam wilayah komune i, baik antara warga komune i atau 

deingan pihak lain. 

Me inge inai Hak Pe irorangan atas Tanah, ini me ingacu pada ke ikuasaan yang dimiliki 

oleih anggota komune i atas seibidang tanah te irte intu di bawah yurisdiksi komune i untuk 

me ingumpulkan sumbeir daya te irmasuk kayu, rotan, damar, gaharu, ikan, dan he iwan liar. 

Pe imukiman, sawah, kolam, toko, dan bidang tanah lainnya di dalam wilayah komune i dapat 

dibuka dan teirus ditanami deingan pe irseitujuan komune i. Se ilain itu, me ire ika dapat te irlibat 

dalam beirbagai transaksi yang be irhubungan de ingan tanah dan transaksi pribadi. Hak-hak 

adat komunei be irkurang (teitapi tidak dihilangkan) dan hak-hak individu me injadi pusat 

pe irhatian keitika seiorang peinduduk komunal meimbuka dan seicara teirus meine irus meingolah 

seibidang tanah te irteintu de ingan pe irse itujuan komune i. Hak-hak masyarakat se ipe inuhnya 

dipulihkan seite ilah tanah teirseibut ditinggalkan. Jual be ili tanah, hibah tanah, pe irtukaran 

tanah, dan wakaf adalah contoh-contoh transaksi tanah. Transaksi yang me ilibatkan tanah, 

teirmasuk pinjam me iminjam, peinjualan gadai tanah, pe injualan dan seiwa tahunan, dan bagi 

hasil dari tanah.19 Hukum Indone isia, hukum Islam, dan hukum kolonial dari Be ilanda, 

seimuanya be irdampak pada hukum tanah adat. Teintu saja, pe irseilisihan be isar dapat muncul 

kareina beibeirapa eile imein yang me imbe idakan hukum agraria nasional de ingan hukum tanah 

adat reigional. Salah satu institusi hukum adat yang beirke imbang meinjadi fungsi sosial hak 

atas tanah adalah hak ulayat, yang didasarkan pada hukum adat dan meinjadi dasar dari 

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA-1960). 

Me inge inai gagasan atau pe injeilasan teintang hukum adat, para peirumus UUPA 

me incirikannya se ibagai “hukum asli” yang me inceirminkan pe imahaman masyarakat teintang 

sisteim hukum me ire ika seindiri. Meingingat bahwa beirbagai daeirah di Indone isia meinganut 

tradisi yang be irbe ida, UUPA gagal untuk me ine intukan hukum adat mana yang akan me injadi 

dasar. Meinurut Pasal 5 UUPA, hukum tanah adat beirhubungan de ingan hukum agraria. Hal 

ini me ingimplikasikan bahwa hukum adat meirupakan peine ingah akhir dari seitiap seingke ita 

teirkait tanah. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum tanah adat teirteintu, te itapi 

tidak seimuanya. Se ibaliknya, hukum yang dianggap se isuai de ingan tujuan nasional dan 

ne igara yang digunakan. Le ibih lanjut, agar hukum tanah adat dapat beirfungsi se ibagai dasar 

bagi UUPA, UUPA harus dire ivisi dan dimodifikasi untuk me imasukkan keijadian-keijadian 

modeirn dan reialitas global. Hasilnya adalah bahwa hukum agraria nasional Indoneisia 

didasarkan pada hukum adat yang “diste irilkan”, yang teilah diseimpurnakan ke ikurangan dan 

pe imbatasannya seihingga dapat dite irapkan seicara nasional.20 

Masyarakat adat di Indoneisia te irus me inghadapi beirbagai hambatan dalam 

pe irjuangan me ireika untuk me indapatkan ke ipeimilikan tanah dan distribusi sumbeir daya alam 

yang adil. Neigara me ingakui adanya hubungan budaya dan seijarah yang kuat antara 

masyarakat adat de ingan tanah air meireika. Seipanjang seijarah Indoneisia, masyarakat adat 

teilah be irjuang untuk me indapatkan otonomi yang le ibih be isar dalam hal keipe imilikan tanah 

dan peimeirintahan. Namun deimikian, hasil yang diharapkan masih jauh dari harapan. 

Seibaliknya, peirtumbuhan dan gagasan “ke ipeintingan nasional” yang samar-samar meimbuat 

                                                           
19 Safrin Salam. (2022). Tanah Kadie (Adat) Dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Purbalingga: 

Eureka Media Aksara. Hal. 10 
20 Urip Santoso. (2006). Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media. Hal. 69” 
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hak-hak masyarakat adat teirus dilanggar. Seijak peimilu deimokratis tahun 1998 

me inge imbalikan deimokrasi ke i dalam politik nasional, ke ilompok-keilompok yang se icara 

historis teirtindas, te irmasuk masyarakat adat, teilah beirjuang ke iras untuk me indapatkan 

ke iadilan sosial dalam kaitannya de ingan sumbeir daya alam.21 Dalam konteiks ini, para 

pe ineiliti ingin me ilihat bagaimana masyarakat adat di daeirah-dae irah teirteintu di Indone isia 

me impeirjuangkan hak atas tanah, seirta pandangan UUPA dan rancangan UUPA me inge inai hal 

ini. 

Hukum adat Indone isia, yang dapat beirfungsi se ibagai dasar bagi hukum peirtanahan 

ne igara, adalah buku pe iraturan tidak teirtulis dari masyarakat adat. Hukum adat 

me iwujudkan karakteiristik nasional yang unik, se ipe irti struktur sosial yang se iimbang, ikatan 

ke ikeiluargaan yang kuat, dan iklim re iligius yang kuat. Konseip dan gagasan hukum adat 

beirikut ini me imbe intuk fondasi hukum tanah nasional: 

1) Sumbeir daya alam, te irmasuk tanah, dipandang seibagai anuge irah dari Tuhan ke ipada 

masyarakat hukum adat, dan hubungan antara masyarakat dan sumbe ir daya ini 

me imiliki nada yang le ibih mistis atau reiligius se isuai de ingan pandangan ini. 

2) Masyarakat Hukum Adat meinge inal hak ulayat. Di dalam batas-batas hak ulayat teirdapat 

ke ikuasaan dan tanggung jawab untuk me inge ilola, meinge iksploitasi, dan meile istarikan 

sumbeir daya alam yang me injadi milik masyarakat hukum adat. 

3) Hak-hak individu atas tanah diakui dalam pe inge irtian hukum adat di samping hak-hak 

masyarakat hukum adat, yang dike inal se ibagai hak ulayat; 

4) Gotong royong, atau ke irja sama timbal balik, adalah landasan praktik masyarakat 

hukum adat. Gotong royong adalah cara yang digunakan oleih individu dan masyarakat 

untuk me imajukan ke ipeintingan masing-masing. 

5) Gagasan bahwa peinduduk se iteimpat dan orang luar me imiliki hak dan tanggung jawab 

yang be irbeida dalam me inge ilola sumbe ir daya alam masyarakat adalah prinsip lain dari 

hukum adat. 

Seijauh ini, UUPA dan bagian-bagian lain yang me inyusul teilah beirfungsi se ibagai 

aturan peilaksana, yang me ingarahkan ke iwajiban hukum yang be irkaitan deingan tanah, teitapi 

pe irundang-undangan adat teilah me injadi dasar hukum tanah nasional hingga saat ini. Hal ini 

cukup konsistein de ingan gagasan para pe indiri dan peirumus UUPA untuk me injadikan hukum 

adat seibagai dasar hukum agraria nasional.22 Pe inge ilolaan masyarakat hukum adat dalam 

lingkup hukum agraria te irmasuk dalam kompeiteinsi ne igara untuk me ingatur yang dapat 

dibeirikan ke ipada daeirah-daeirah swatantra dan masyarakat hukum adat, seibagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Ole ih kare ina itu, ne igara dapat me indeileigasikan 

pe inge ilolaan tanah, laut, udara, dan sumbeir daya alam ke ipada masyarakat yang tata 

ke ilolanya didasarkan pada hukum adat. Pe ingalihan ke ipeimilikan atas bidang-bidang tanah 

yang dimiliki langsung ole ih ne igara (tanah ne igara), te irmasuk bidang-bidang tanah yang 

beirasal dari hak-hak se ibeilumnya dan bahkan HGU, dapat dilakukan untuk me incapai tujuan 

                                                           
“21 Arvita Hastarini. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di 

Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 8(2). Hal. 245 
22 Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian 

Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), Hal. 
99-114.” 
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seibe isar-beisarnya ke imakmuran rakyat. Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumbeir 

daya alam meire ika, teirmasuk hak ulayat dan hak-hak pe irorangan, teirmasuk dalam aturan 

ini. Dalam praktiknya, teirdapat hak-hak tambahan yang dianggap seitara de ingan hak ulayat 

pada masyarakat yang me inganut hukum adat. 

Perlindungan Hukum Yang Ideal Untuk Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat 
Hukum Adat Yang Mengelola Tanah Adat 

Keitika me imbahas pe irlindungan hukum adat yang dinikmati ole ih ke ilompok-

ke ilompok te irte intu, frasa “hak ulayah” dapat digunakan. Ikatan masyarakat hukum adat yang 

sudah beirlangsung lama dan tak te irpisahkan deingan tanah dan sumbe ir dayanya meilahirkan 

pe irlindungan seimacam ini. Standar hukum adat seite impat me inyatakan bahwa jika hak ulayat 

masih ada, adalah tanggung jawab peinguasa adat untuk me imastikan bahwa hak ulayat 

teirseibut dilaksanakan. Hak ulayat te itap harus me impeirhitungkan ke ipe imilikan tanah adat 

seibe ilumnya yang te ilah dipeirole ih pihak lain seicara sah meilalui prose idur dan peiraturan yang 

seisuai. Pe ingakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat meirupakan peirsyaratan dari 

UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Bagian ini te irmasuk dalam Bagian IV: Pe ireikonomian 

Nasional dan Keiseijahteiraan Sosial. Meiwujudkan ke idaulatan e ikonomi masyarakat adat atas 

wilayah dan sumbeir daya me ireika me imbutuhkan pe ingakuan atas hak-hak adat me ireika. Pada 

akhirnya, kami ingin me ilihat se imua masyarakat adat se ijahteira se icara sosial. Untuk 

me impeirjeilasnya, be irikut ini adalah kutipan dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

1945: Ne igara meinguasai bumi, air dan ke ikayaan alam yang te irkandung di dalamnya untuk 

seibe isar-beisarnya ke imakmuran rakyat. UU No. 5/1960 te intang Pe iraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) me irupakan undang-undang peirtama yang se icara khusus me ingatur 

pe ingakuan hak ulayat yang dipeigang oleih masyarakat yang me imiliki tradisi hukum adat. 

De ingan me impe ilajari UUPA be irdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kita dapat meilihat 

bahwa UUPA beirtujuan untuk me imbe irikan ke iwe inangan ke ipada ne igara untuk me inge ilola 

bumi, air dan sumbe ir daya alam. Bumi, air, dan sumbe ir daya alam mungkin seicara teiknis 

beirada di bawah ke iweinangan pe ime irintah, teitapi UUPA me ineikankan bahwa hal ini tidak 

me iniadakan keibe iradaan hak ulayat yang dipe ilihara ole ih masyarakat yang diatur ole ih 

hukum adat. Seilama hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada, hak teirseibut akan diakui 

untuk me incapai se ibeisar-be isarnya ke imakmuran rakyat. Keite intuan ini te irdapat dalam Pasal 

3 UUPA: Hak-hak yang dise ibutkan di atas, se ipeirti hak ulayat, adalah milik masyarakat 

hukum adat. Namun de imikian, pe ilaksanaannya harus seilaras deingan ke ipe intingan nasional 

dan neigara, yang beirsumbeir pada peirsatuan bangsa, seirta tidak boleih be irteintangan deingan 

Undang-Undang atau pe iraturan-peiraturan lain yang le ibih tinggi. Hal ini se isuai deingan 

ke iteintuan dalam Pasal 1 dan 2. 

Pe ingakuan hak ulayat diatur ole ih undang-undang seiktoral, yang dise isuaikan de ingan 

ke ibutuhan seiktor te irteintu. Pe iraturan seiktor keihutanan sangat meime intingkan pe inge irtian 

hak-hak adat kareina tujuannya adalah untuk me ilindungi ke ihidupan seihari-hari masyarakat 

adat. Hingga saat ini, UU Keihutanan No. 41/1999 tidak me imasukkan hutan adat (hutan 

ulayat) se ibagai bagian dari siste im keihutanan neigara. Namun, seimua itu be irubah keitika 

pasal teirseibut dibatalkan oleih Mahkamah Konstitusi. Masyarakat adat di Indone isia meimiliki 
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hak-hak adat, hak-hak pribadi, dan hak-hak ke ipeimilikan yang dijunjung tinggi ole ih hukum. 

Hal ini te irutama teirkait deingan tanah dan sumbeir daya alam lainnya.23 

Ole ih kareina itu, hak ulayat meinggambarkan hubungan antara seibidang tanah 

teirteintu dan komunitas hukum te irteintu. Hak ulayat me imbeirikan pe ime igangnya ke ikuasaan 

untuk me ilakukan hal-hal se ipeirti: 1. Me ingontrol dan me ingarahkan peinggunaan tanah untuk 

hal-hal seipe irti peirtanian, peimukiman, dan keigiatan peirtanian lainnya; 2. Me inciptakan dan 

me inge ilola pe imukiman dan sawah baru; dan 3. Meinjaga tanah agar teitap baik. Meime ilihara 

tanah agar teitap dalam kondisi baik. 2. Me ineitapkan aturan dan meimutuskan status hukum 

orang-orang yang beirhubungan de ingan tanah, teirmasuk hak-hak atas beirbagai topik. 3. 

Me ineitapkan dan me ingatur hubungan antara individu dan transaksi hukum yang me ilibatkan 

reial e istat, te irmasuk pe imbeilian, peinjualan, warisan, dan hal-hal teirkait lainnya. Keiwe inangan 

hak ulayat me ine igaskan bahwa, beirbeida de ingan pe inge irtian hubungan ne igara deingan tanah 

seibagaimana digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hubungan antara masyarakat 

hukum adat deingan tanah atau wilayahnya adalah hubungan peinguasaan, bukan hubungan 

ke ipeimilikan. 

De ingan de imikian, UUPA me ingakui hak ulayat atas tanah beirdasarkan 

ke ibeiradaannya yang nyata. Dalam hal pe ingakuan hak ulayat, ini adalah keiteintuan peirtama. 

Hal ini me inunjukkan bahwa dae irah-dae irah di mana tanah ulayat hilang kareina munculnya 

hak milik pribadi yang kuat tidak akan dipe irole ih keimbali. De imikian pula, tidak ada are ia yang 

seibe ilumnya tidak dike imbangkan akan disisihkan untuk pe inggunaan umum. Seilain itu, 

undang-undang ini harus seisuai de ingan undang-undang atau aturan lain yang le ibih tinggi, 

dan syarat-syarat pe ilaksanaannya harus se isuai deingan tujuan ne igara dan nasional yang 

didasarkan pada solidaritas nasional. 

Untuk me ineitapkan ke ipeimilikan tanah ulayat meilalui pe indaftaran tanah, masyarakat 

adat dapat me inggunakan hak ulayat me ire ika, seibagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 

Pe irmein ATR/KBPN No. 10/2016. Pe irme in ATR/KBPN No. 10/2016 tidak meimuat hak atas 

tanah Ulayat seibagai salah satu ite im untuk pe indaftaran tanah, me iskipun seirtifikat tanah 

teitap akan diproduksi. Seisuai de ingan UUPA dan norma-norma lain yang le ibih tinggi, dan 

bukannya beirteintangan deingan pe iraturan meinteiri. Pe irmein ATR/KBPN No. 10/2016 

beirusaha untuk me imbeirikan ke ipastian hukum ke ipada Masyarakat Hukum Adat meinge inai 

tanah adat yang me ireika manfaatkan de ingan meinghindari batas-batas bukti formal. 

Reiformasi agraria di Indoneisia teilah meincapai tonggak seijarah hukum deingan 

diteirbitkannya se irtifikat hak masyarakat oleih Badan Pe irtanahan Nasional. Seirtifikat-

seirtifikat ini be irtujuan untuk meire iformasi keipe imilikan dan pe inguasaan tanah seirta 

hubungan hukum yang te irkait de ingan pe inguasaan tanah. 

Masyarakat adat harus me inye irtakan dokume in-dokume in be irikut ini dalam 

pe ingajuan peirmohonan seirtifikat hak komunal, yang dikirimkan ke ipada bupati dan/atau 

walikota:24 

a. Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanah, jika pe imohon adalah 

masyarakat hukum adat; 

                                                           
“23 Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di 

Bali. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 4(1), Hal. 31-44.” 
“24 Tolib Setiady. (2013). Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 13 
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b. Riwayat peinguasaan tanah seikurang-kurangnya 10 (se ipuluh) tahun atau leibih 

seicara beirturut-turut, jika pe imohon adalah masyarakat yang be irada di wilayah 

teirteintu; 

c. Fotokopi kartu tanda peinduduk atau akta peindirian kope irasi, unit deisa, atau 

ke ilompok masyarakat lainnya; d. Surat ke ite irangan dari ke ipala deisa atau seibutan 

lain yang se ije inis. 

Masyarakat adat harus meime inuhi krite iria ini untuk me indapatkan seirtifikat hak 

masyarakat. Prasyarat ini beirsifat final bagi Tim IP4T. Tim IP4T akan dibe intuk oleih walikota 

atau bupati kabupatein atau kota, yang akan meilapor keipada gubeirnur provinsi. Tugas ini 

me irupakan kompone in dari proyeik IP4T, yang be irtujuan untuk me indokume intasikan 

pe inguasaan, keipe imilikan, peinggunaan, dan peimanfaatan lahan. Proseis ini me incakup 

pe ingumpulan informasi me inge inai pe inguasaan, ke ipe imilikan, pe inggunaan, dan pe imanfaatan 

lahan peimohon deingan me inggunakan sisteim informasi ge iografis untuk me inghasilkan pe ita. 

Seicara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 me injamin hak-hak pribadi dan hak milik 

masyarakat adat te irkait tanah dan sumbeir daya alam lainnya. Hak atas hak milik pribadi, 

seibagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, “tidak bole ih diambil alih 

seicara seiwe inang-we inang ole ih siapa pun.” Se imua individu dijamin me imiliki hak ini. 

Pe induduk asli Ame irika, seicara keiseiluruhan, me imiliki hak khusus atas tanah yang te ilah 

me injadi milik ke iluarga meire ika seijak lama, baik hak teirseibut beirasal dari hukum adat 

maupun izin re ismi untuk be irtani.25 De ingan asumsi bahwa masyarakat hukum adat masih 

hidup, proseis beirdasarkan peiraturan daeirah ini diikuti untuk me ingakui hak ulayat me ireika. 

Be irsamaan deingan itu, ke iteintuan konve irsi UUPA atau hak-hak yang dibeirikan neigara 

beirdasarkan pe iraturan peirundang-undangan digunakan untuk me ingakui hak-hak individu 

anggota masyarakat. Dalam hal peiraturan UUPA teintang ke ipe imilikan tanah dan sumbeir 

daya alam, hak-hak masyarakat adat se icara khusus diakui kare ina, meinurut UUPA, hukum 

adat meingatur bumi, air, ruang angkasa, dan sumbe ir daya alam. 

Ole ih kareina itu, sisteim hukum me ingakui dan me impe irtahankan hak-hak individual 

masyarakat adat. Seilama tidak beirteintangan de ingan ke ipe intingan nasional dan ne igara yang 

beirdasarkan atas pe irsatuan, sosialisme i Indoneisia, peiraturan-peiraturan dalam undang-

undang ini, dan pe iraturan-peiraturan lainnya, seirta unsur-unsur yang be irsumbeir pada 

hukum agama, maka hukum agraria yang be irlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah 

hukum adat, seisuai deingan Pasal 5 UUPA.26 UUPA seilanjutnya me ingatakan bahwa hak-hak 

khusus masyarakat adat atas tanah diakui dan dapat diubah meinjadi hak milik atau hak 

pakai beirdasarkan je inis haknya, be irdasarkan ke iteintuan-ke iteintuan ini. Hak atas tanah 

tradisional dapat dipe irole ih ole ih masyarakat adat me ilalui hukum adat dan bukan me ilalui 

hibah dari pe imeirintah. 

Be irikut ini adalah uraian meinge inai hak peirorangan se ibagai hak milik seibagaimana 

dinyatakan dalam Pasal II ayat (1) ke iteintuan konveirsi UUPA: Hak-hak atas tanah yang 

me imbeiri we iweinang yang sama de ingan atau seirupa deingan hak-hak yang dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1), de ingan nama-nama teirseibut di bawah ini, yang ada pada mulai be irlakunya 

                                                           
25 Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. Jurnal Esensi Hukum, 3(2), 170-187.”  
26 Ibid.  
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undang-undang ini adalah agrarisch e iige indom, milik, yasan, andarbeini, hak atas druwei, hak 

atas druwei de isa, pe isini, grand sultan, landeirinjbe izitre icht, altijddureinde i e irfpacht, hak usaha 

atas beikas tanah partikeilir, dan hak-hak lain de ingan nama apapun juga yang akan dite igaskan 

leibih lanjut oleih Me inteiri Agraria, seijak mulai beirlakunya Undang-undang ini me injadi hak 

milik se ibagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ke icuali jika pe ime igangnya tidak 

me imeinuhi syarat-syarat yang diteintukan dalam Pasal 21. 

Dalam hal peinge ilolaan sumbeir daya alam, tidak ada pe imbeidaan antara hak ulayat 

dan hak milik, atau hak pe irorangan. Me iskipun pada tingkat yang be irbeida, seimua pe irizinan 

untuk pe irusahaan yang teirlibat dalam pe inge ilolaan sumbeir daya alam me ingakui hak-hak ini. 

Kolaborasi antara e intitas publik dan swasta untuk me inge imbangkan wilayah tradisional 

masyarakat adat dan harta be inda pribadi dimungkinkan dalam ke iadaan teirteintu. Konsultasi 

me inye iluruh deingan masyarakat adat dan pihak-pihak yang be irkeipe intingan dilakukan 

untuk me imbangun konseinsus teintang pe ingalihan tanah dan kompeinsasi yang dipe irlukan 

seitiap kali tanah adat dan tanah individu masyarakat adat dipeirlukan untuk tujuan apa pun. 

PENUTUP  

Banyak orang di zaman seikarang gagal untuk meilihat pe intingnya hukum adat, yang 

me irupakan kode i tidak teirtulis yang muncul seicara alami dari masyarakat. Hukum adat, yang 

beirada di bawah payung hukum tradisional, me imiliki re iputasi seibagai hukum yang kuno 

dan tidak seisuai de ingan masyarakat modeirn. Ambiguitas hukum yang me ile ikat pada hukum 

tidak teirtulis meimunculkan skeiptisisme i ini. Keisulitan dalam meingide intifikasi satu aturan 

adat yang dapat be irfungsi se ibagai standar nasional kare ina banyaknya hukum adat di 

beirbagai daeirah di Indoneisia juga me inimbulkan keiraguan te intang keilayakan unifikasi 

hukum. Me ilalui pe ingakuan, UUPA me imbeirikan pijakan bagi hukum adat; namun, pe ingakuan 

ini be irgantung pada dua hal: pe irtama, bahwa hak adat teirseibut be inar-beinar ada; dan keidua, 

bahwa hak teirseibut tidak akan dihidupkan keimbali di dae irah-daeirah yang tidak meimiliki 

hak te irse ibut, yang beirarti tidak ada hak adat baru yang lahir di dae irah-daeirah yang tidak 

me imiliki hak teirseibut. Jadi, UUPA me inyatakan bahwa apakah hak se iseiorang atas tanah 

beirasal dari hukum adat atau dibeirikan oleih ne igara, keidua sumbeir hukum te irseibut harus 

beike irja sama untuk me ilindungi hak-hak ini. 

Saran yang dapat dibeirikan yaitu Se ibagai sumbe ir hukum utama yang me ingatur se iktor 

pe irtanian, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pe irlu dipe irbarui agar dapat 

me inceirminkan peirubahan masyarakat dan meinjamin keiadilan dalam hukum. Me imbuat UU 

Pe irtanahan untuk me injadi aturan yang le ibih rinci dalam pe ilaksanaannya meirupakan salah 

satu opsi yang dapat dilakukan. Untuk me inceigah konflik deingan pe iraturan dan reigulasi 

seiktoral yang sudah ada, te irutama di dalam masyarakat yang be irgantung pada hukum adat, 

undang-undang baru ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, hukum, dan 
sosiologis yang kuat. Seibuah pe irkeimbangan positif dalam meimpe irjuangkan ke ipastian 

hukum tanah adat adalah gagasan teintang seirtifikat hak masyarakat. Seirtifikat itu se indiri 

sangat bagus, teitapi ke irangka hukum yang me injadi dasarnya me imbutuhkan leibih banyak 

pe irbaikan, te irutama yang be irkaitan deingan gagasan hak-hak masyarakat dalam hukum. Kita 

pe irlu meilakukan pe inye isuaian teirhadap gagasan yang ada saat ini agar masyarakat adat 

me imiliki ke ipastian hukum. Hal ini tidak cukup me ime inuhi unsur hukum publik dan privat. 
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